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Abstracts 

In Islam,   f‟u  l-  araj are basic principles in Islamic law 
that eliminates legal imposition on everything that 
complicate accordance with mashaqqah categories of human 

needs that level is divided into d rūriyyât, h âjiyyât, tahsîniyyât 
with ease and tolerance are form of legal relief (takhfîf).One 
form of takhfîf in islam is plural prayer. Because the ability to 
do the plural pray agreed by scholars is when traveling, pain, 
rain, and because of the Hajj. While the plural prayer is 
because there is a flurry of travel because when not in  l-

h âjah  fi  l-h d ar li  l-h âjah) for people who are not 
accustomed still a debate among scholars. The debate is 
interesting to observed with regard to the context of the 
passage by doing in-depth study of the interpretation of its 
meaning, as well as wujûh al-dilâlah of the passage, what is 
t ‟ bbudî which leaves no room for ijtihad, or t ‟ qqulî are still 

opportunities ijtihad in istinbât  her, as well as other relevant 

considerations in accordance with the provisions of m qâs id 
al-sh rî‟ h. This study provides an interesting conclusion that 
plural prayer is allowed, the record should exist mashaqqah in 

accordance with the principles of   f‟u  l-  araj and plural 
prayer does not become a habit. 
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Pendahuluan 
Tujuan utama ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan dunia dan 

akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga hal, yakni hubungan 
manusia dengan tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 
dan hubungan manusia dengan sosial kemasyarakatan.1 Berdasarkan 
fenomena tersebut, Fathurrahman Djamil merumuskan bahwa ajaran 
Islam mempunyai lima karakteristik utama, yaitu: sempurna, elastis atau 
luwes, universal, sistematis, dan adanya aspek t ‟ bbudî dan t ‟ qqulî.2 

Berpijak pada prinsip-prinsip utama dalam pembentukan hukum 
Islam tersebut, ‘Abd al-Wahhab Khallâf menyimpulkan bahwa tujuan 

pembentukan hukum Islam (maqâs  id al-sharî‟ h) ialah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan d  arûriyyât (primer), 

h âjiyyât (sekunder), dan tah sîniyyât (tersier).3 

Dengan pertimbangan maqâs id al-sharî‟ h tersebut, ajaran Islam bersifat 
fleksibel dan tidak memberatkan umatnya. Hal ini tidak berarti bahwa 
ajaran Islam terutama hukum-hukum yang terkandung di dalamnya tidak 
konsisten, dan tidak pula berarti bahwa Islam dapat diinterpretasikan 
semaunya, tetapi hal ini menunjukkan bahwa Islam senantiasa menjujung 
tinggi nilai-nilai humanis, mudah mengikuti arus zaman, dan sesuai 
dengan kebutuhan hidup manusia.  

Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap nilai-nilai humanis ialah 

adanya prinsip menghilangkan kesulitan  r f‟u al-h araj) dalam istinbât  
Islam. Prinsip ini merupakan salah satu keistimewaan syariat Islam yang 
membedakannya dengan syariat-syariat sebelumnya. 

Wah bah al-Zuhaylî menegaskan bahwa di antara dasar-dasar umum 
yang telah pasti dan prinsip-prinsip dasar bagi syariat Islam ialah prinsip 
kemudahan pemudahan (al-yusr wa al-tashîl), toleransi dan keseimbangan 

(al-tasâmuh  wa al-i‟tidâl) dan menghindari kesempitan dan kesulitan dalam 
ketentuan-ketentuan hukum syariat, baik yang secara tegas ditunjukkan 
oleh nas, atau yang ditetapkan melalui perantara para ahli fiqh dan 

                                                            
1  ah bâh al- uh aylî, dan Jamal al-Dîn ‘Ât i  ah  uh ammad, Tajdîd al-Al-Fiqh al-Islâmî, 
(Bayrût: Dâr al-Fikr, 2002), 153. 
2 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 46-
53. 
3 Abd Wahhab Khallâf, „Ilm Us ûl al-Fiqh, (Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyyah, t.t.), 197. 
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mujtahid.4 Oleh karena itu, ulama’ usul telah sepakat bahwa umat 
manusia tidak dibebani perbuatan yang di luar kemampuannya.5 

Adanya perubahan hukum yang disebabkan perubahan situasi 
tersebut pada dasarnya bukanlah perubahan dalam maknanya yang 

substantif. Al-Shât ibî menjelaskan bahwa hukum tersebut pada dasarnya 
tetap berlandaskan pada pokok-pokok ajaran syariat Islam yang abadi.6 

Berpijak dari landasan ini, maka berkembanglah teori-teori atau 
kaidah-kaidah tentang situasi yang sulit (al-mashaqqah), seperti kaidah al-
mashaqqah tajlibu al-taysîr (kesulitan dapat menarik pada kemudahan),7 atau 

pada keadaan darurat (al-d arûrah), seperti kaidah al-d arûriyyatu tubîh u al-

mah   ûrât (keadaan-keadaan darurat memperbolehkan pada hal-hal yang 
terlarang).8 

Dari contoh kaidah-kaidah tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa wilayah toleransi hukum akan terbuka ketika didapati sesuatu yang 
bersifat menyulitkan atau bahkan membahayakan.  

Realitas-realitas semacam ini dalam kajian usul fiqh memunculkan 
satu tema pembahasan tentang (meringankan hukum). Eksistensi takhfîf  
dalam penetapan hukum Islam secara implisit menunjukkan bahwa Islam 
membuka wilayah-wilayah toleransi dan kemaafan dalam hukum 
terhadap keadaan-keadaan yang menyulitkan atau membahayakan. Dari 

diskursus tentang takhfîf tersebut, pada akhirnya istilah r f‟u  l-h araj 
dikemukakan sebagai landasan fundamental takhfîf yang menguatkan 
nilai-nilai humanis dalam ajaran Islam. 

Di antara persoalan-persoalan yang muncul berkenaan dengan tema 

kemudahan hukum  ini ialah persoalan tentang shalat jamak fî al-h ad ar li 

al-h âjah dalam keadaan tidak bepergian dan sibuk, sebagaimana kita 
ketahui bahwa sebagai muslim pasti tidak terlepas dengan kewajiban 
shalat, kapanpun, dimanapun kita berada, artinya kewajiban shalat tidak 
bisa di runtuhkan oleh ruang dan waktu. Namun, dalam realita 
kehidupan manusia, seringkali keadaan berbicara lain, Bisa saja kondisi 
tidak mengizinkan seseorang menjalankan shalat secara sempurna, 

                                                            
4 Wah bâh al-Zuh ayli, Konsep Darûrat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif, ter. 

Saîd Agil H usayn al-Munawwar M. Handri H asan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 
30. 
5  uh ammad Abû Zahrah, Us ûl Al-Fiqh, (Dar al-Fikr, t,th.), 302-303. 
6 Ibrâhîm bin Musâ bin  uh  ammad al- h t ibî, al-Muwâfaqât, (D r bin ‘Aff n, 1997), 
Vol. III, 23-25. 
7  alal al-Dîn ‘Abdurrah man al- u  t î,  l- shbâh     l-    â‟ir, ( aktabah  i  r  us t  afa 
al-Bâz, 1997), 127. 
8 Ibid, 140. 
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misalkan karena orang tersebut di dalam perjalanan, atau di atas perahu 
atau di ruang angkasa berjam-jam, bahkan kesibukan sehari-hari 
meskipun tidak bepergian  bisa menyulitkan mengatur shalat secara 
sempurna. 

Kebanyakan ulama sepakat tentang bolehnya shalat jamak ketika 
dalam keadaan bepergian jauh (musafir), hanya sebagian ulama seperti 

ibn Sîrîn, al-Qaffâl dan Abû Ish âq al-Marwazîy yang membolehkan men-

jamak shalat walaupun ada di rumah (al-h ad r) dikarenakan keadaan yang 
amat sangat sibuk dan jamak ini tidak menjadi kebiasaan. 9  

Dari fenomena tersebut, pembahasan artikel ini bertujuan untuk 
menulusuri lebih mendalam tentang problematika seputar kontroversi 

khilâfiyyah (perbedaan) hukum dalam masalah Shalat Jamak fî al-h ad ar li al-

h âjah. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan memperhatikan pada 
konteks nas, baik dari al-qur‟ân maupun al-sunnah dengan melakukan 
telaah mendalam terhadap interpretasi maknanya, serta wujûh al-dilâlah 
dari nas tersebut, apakah bersifat t ‟ bbudî yang tidak memberi ruang 
untuk ijtihad, atau t ‟ qqulî yang masih membuka peluang ijtihad dalam 

istinbât  -nya, serta pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan 

ketentuan maqâs id al-sharî‟ h. 

‘Abd al-Karîm Zaydan menjelaskan bahwa dalam istinbât  hukum Islam 

tidak sekedar diperlukan pemahman dari lafz  î ke m ‟n  î. Tetapi juga 
diperlukan pemahaman tentang rahasia-rahasia serta tujuan-tujuan umum 
tashrî‟ dalam berbagai kasus yang terjadi.10 

Hal ini menjadi sangat penting sekali untuk menghindari terjadinya 
penyalahgunaan toleransi-toleransi yang sudah diberikan dalam hukum 
Islam. Dengan memahami ketentuan-ketentuan pada nas serta prinsip-

prinsip utama maqâs id al-sharî‟ h maka seseorang tidak akan terjebak 

untuk memilah pendapat-pendapat yang ringan belaka (tatâbu‟  l-rukhas ) 
yang timbul karena hawa nafsu yang cenderung mengarah pada hal-hal 
negatif. 
 
  

                                                            
9  uh  i al-Dîn Ab   akari     ah yâ bin Sharaf bin Murrâ al-Nawawî,  l- inhâj fî 

Sh r h  S  h îh   Muslim bi Sh rh i al-Nawawi, (t.t., Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah t.th.), Vol. V, 
217-219. 
10 Abd al-Karîm Zaydân,  l-  ji  fi Us ûl al-al-Fiqh, ( aghd d:  u’assasah al- urt ubah 
t.th.), 378. 
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Raf’u Al-H araj  Dalam Hukum Islam 

a) Pengertian   f‟u  l-  araj 

  f‟u  l-h araj secara bahasa adalah menghilangkan kesempitan atau 

dosa atau haram (izâlah al-d ayyiq aw izâlah al-ithmi aw izâlah al-h arâm). 
Untuk makna sempit adalah makna hakiki sedangkan dosa dan haram 
adalah makna majazi.11  

Secara istilah banyak sekali pendapat-pendapat mengenai 

pengertian r f‟u   l-h araj ini, Di antara nya (1) r f‟ul  l-h araj ialah 
hilangnya ketetapan-ketetapan yang terdapat pada masa bani israil dan 
umat-umat terdahulu seperti bentuk taubat dengan cara bunuh diri, 
tidak bolehnya shalat kecuali dimasjid, tidak dihalalkannya harta 
jarahan,12 (2) tidak adanya tanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak 
kuat menanggungnya,13 (3) hilangnya kesempitan bagi mukallaf  yang 
tidak mampu dengan beban yang berat,14 (4) menemukan solusi 
alternatif dalam melaksanakan taklîf. 15 

S  âli   bin ‘Abd Allah bin   amîd menekankan bahwa kesulitan 

(mashaqqah) yang termasuk kategori al-h araj ialah yang bersifat di luar 
kebiasaan, dan dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya.16 Hal ini 
mengecualikan dari jenis kesulitan biasa yang umumnya terdapat pada 
tugas atau kewajiban. Tugas dan kewajiban dalam agama sedikit 
banyak memang mengandung kesulitan dan oleh karena adanya 
kesulitan tersebut maka tugas dan kewajiban agama disebut taklîf. Di 
antara syarat-syarat melaksanakan kewajiban agama (taklîf) adalah 
mampunya orang yang melaksanakannya (mukallaf), dengan dasar 

                                                            
11 Ibid,  24. 
12 Ab   akar  uh  ammad bin ‘Abdull h al-‘Arabî,  h kâm al-Qur‟ân, (Bayrût, Dâr al-
Kutub al-‘Alami  ah, 2003), Vol. III, 308-309. 
13 Ab  ‘Alî al- ad l bin al-  asan al-T  abarsî,   jm ‟ l  l-Bayân fi Tafsîr al-Qur‟ân, ( a r t, 

D r al urtad â 2006), Vol XVII, 131-132. 
14 Ab  al- ad l Shihâbu al-Dîn al-Alûsî, Rûh al-  ‟ânî fi T fsîr  l-Qur‟ân     l-S b‟î  l-

Mathanî, ( a r t, D r Ih yâ al-Thurâth al-‘Arabî, t.th.), Vol XVII, 209-210. 
15  uh ammad bin Ah  mad, al-Siraj al-Munir fi al-I‟ n h „ l    ‟rif h   ‟ânî K l m   bbin  
al-Hakim al-khabîr,  (t.t., t.ct., t.th.), Vol II, 568. 
16 S âlih   bin ‘Abd Allah   amîd,   f‟u  l-H araj fî al-Sh rî‟ h  l-Islâmiyyah; D awâbituhu wa 

Tat  biqâtuhu, ( akkah  ukarramah,   mi’ah Ummu al-Qurâ, Markâz al-Buh ûth al-‘Alamî 

Wa Ih yâ’i al-Turath al-Islâmî, Kulliyyah al- harî’ah  a al-Dhirâsât al-Islâmiyyah, 1403 

H), 47. 



 

Tafaqquh-Volume 5, Nomor 1, Juni 2017 60 
 

dalil-dalil r f‟u  l-h araj yang menafikan beban-beban atau tanggung 
jawab agama bagi mukallaf.17 

Dari deskripsi pemaknaan tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang 

dimaksud dengan r f‟u  l-h araj ialah menghilangkan pembebanan 
(taklîf) atas segala sesuatu yang menyulitkan yang sesuai dengan 
kategori mashaqah yang dimaksud di atas. Penghapusan beban hukum 
dapat terjadi dengan tiadanya dosa untuk melakukan perbuatan-
perbuatan terlarang karena keadaan darurat, atau dapat juga dengan 
menghapus tuntutan kewajiban untuk melaksanakan perbuatan yang 
dianggap mashaqqah tersebut.18 

  f‟u  l-h araj merupakan asas pokok dan pertimbangan utama 
dalam pensyariatan ajaran Islam. Asas pokok ini melahirkan asas-asas 
kebijakan penting yang lain dan beberapa kaidah. Keberadaan r f‟u  l-

h araj tidak berarti bahwa dalam hukum Islam tidak ada kewajiban atau 
beban yang berat. Hanya saja kewajiban atau beban tersebut ialah 
yang sekiranya terjangkau oleh kadar kemampuan yang ada pada 
manusia. Artinya, apabila ada kesulitan yang betul-betul menyulitkan 
atau bahkan cenderung dapat mengakibatkan dampak buruk bagi 
seseorang, maka akan diberikan jalan keluar untuk mengatasinya. 

b) Dalil r f‟u  l-h araj 
Pada dasarnya ayat-ayat al-qur‟ân yang menjadi dasar legalisasi r f‟u 

al-h araj dalam taklîf  hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam dua 
jenis. Pertama, ayat-ayat yang menjelaskan tentang peniadaan kesulitan 

dalam praktek ajaran Islam.  QS. al-Mâidah [5]: 6,  dan QS. al-  ajj 
[22]: 78. Kedua, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemudahan (taysîr) 
dan keringanan (takhfîf) dalam ajaran Islam, QS. al-Baqarah [2]:185, 
dan QS. al-Nisâ [4]: 28. 

Dalam al-qur’an juga ditemukan a at  ang hanya memberikan 

Isyarat tentang fenomena r f‟u  l-h araj dalam QS. al-Tawbah [9]: 91, 

al- is ’ [4]:65, al-Nûr [24]:61, al-Ahzâb [33]:50; al- ath  [48]:17, dan 
sebagainya.19 

Sedangkan, dalil r f‟u  l-h araj yang bersumber dari al-sunnah ialah 
hadis-hadis yang menjelaskan kemudahan, toleransi dan 

menghilangkan kesukaran dalam ajaran Islam. al-Imâm Ah mad bin 

  anbal meriwa atkan dari  inu ‘Abbâs ra.: 
                                                            
17  a’k b ‘Abd Wahhâb al-Bâh isîn,   f‟u  l-H  araj fî al-Sharî‟ h  l-Islâmiyyah, (Riyad , 
Maktabah al-Rushd, 2001), 169. 
18    lih ,   f‟u  l-  araj……., 48. 
19  a’k b,   f‟u  l-  araj……, 24 
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يِ ِ:ِاللهِرسَُيلُِِسُئلَِِِ:قَالَِِ،عَتَّاسٍِِاةوِِِْغَوِِ
َ
دْياَنِِِأ

َ
ِِالأ حَب 

َ
ِ:قَالَِِ؟اللهِإلَِِِأ

هْحَثُِِالَْْنيِفيَِّثُِ   (أحمدِرواه)ِ.السَّ
Artinya:  D ri Bin „ bbâs ra., ia berkata: telah ditanyakan kepada 

  sulull h s  : “Agama-agama manakah yang lebih disukai 
 ll h?” Beli u menj   b: “  g m ) y ng lurus d n toler n”. 

(HR. Ah  mad) 20 
Dengan demikian meskipun terdapat pembebanan (taklîf) di dalam 

pelaksanaan perintah Allah itu hanyalah sekedar apa yang mampu 
dilakukan dengan tetap memperhatikan solusi bagi ketidak-berdayaan 

 r f‟u  l-h araj), bahkan sebagian besar syariat adalah penyejukan, 

kenikmatan hati untuk mencapai rid a-Nya. 
 
Raf’u al-  araj Dan Fenomena Takhfîf  Dalam Penetapan Hukum 
Islam 
a) Fenomena Takhfîf  Dan Tujuan Umum Pembentukan Hukum Islam 

‘Abd al-Wahhâb ‘Khallâf menjabarkan bahwa yang menjadi tujuan 
umum dalam pembentukan hukum sharâ‟ ialah mewujudkan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan d arûriyyât 

(primer), memenuhi kebutuhan h âjiyyât, serta kebutuhan tah sîniyyât  
(tersier).21 

Kebutuhan d arûriyyât adalah sesuatu yang menjadi pokok 
(keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan 
mereka. Jika tidak malah rusaklah aturan hidup mereka, tidak akan 
terwujud kemaslahatan dan akan menyebabkan kehancuran dan 

kerusakan di antara mereka.22 Dalam hal ini, al-Shât ibî menjelaskan 
ada lima prinsip yang termasuk kategori ini, yaitu (1) menjaga agama 

(h ifd  u al-dîn); (2) menjaga jiwa (h ifd  u al-nafs); (3) menjaga akal (h ifd  u 

al-„ ql); (4) menjaga kehormatan dan keturunan (h ifd  u al-nasl); (5) 

menjaga harta (h ifd  u al-mâl).23 

Kebutuhan h âjiyyât ialah kebutuhan manusia untuk mempermudah 
melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan pepayahan 
dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka aturan 

                                                            
20 Ah mad bin  uh  ammad bin   anbal,  usn d  h mad, (Bayrût, Libanon, Dâr al-Kutub 
al-‘Ilmi  ah, 2008), indeks 2141 
21 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, Us ûl al-Fiqh….., 197. 
22 Ibid, 199. 
23 Al-Shâtibî, al-Muwâfaqât…..,Vol II, 20. 
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hidup manusia tidak rusak, dan tidak menyebabkan banyaknya 
kerusakan. Tetapi manusia akan mengalami kesusahan dan kesulitan.  

Kebutuhan tah sîniyyât  ialah kebutuhan yang dituntut oleh harga 
diri, norma dan tatanan hidup berperilaku lurus. Jika tidak terpenuhi, 
maka aturan hidup manusia tidak rusak seperti jika kebutuhan 

d arûriyyât tidak terpenuhi. Manusia juga tidak mendapatkan kesulitan 

seperti jika kebutuhan h âjiyyât tidak terpenuhi. tetapi kehidupan 
mereka akan terisolir menurut pemikiran yang logis dan akal sehat. 

Kebutuhan tah sîniyyât bagi manusia dalam pengertian ini kembali 
kepada akhlaq yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan sesuai 
dengan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.24 

Al-Shât ibî merumuskan bahwa yang termasuk kategori kebutuhan 
ini ialah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, 
menghindarkan hal-hal yang tidak mengenakkan dipandang mata, dan 
berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan 
akhlak.25 

Al-Shât ibî selanjutnya merumuskan bahwa apabila diamati berbagai 

fenomena rukhs ah dalam hukum Islam, seperti disyariatkannya 
tayammum ketika tidak menjumpai atau berhalangan menggunakan air, 
shalat dengan duduk ketika kesulitan untuk berdiri, jamak dan qasar 
shalat dan berbuka puasa ketika dalam perjalanan, dan sebagianya, 
maka semua itu dapat menghasilkan suatu kaidah akumulatif berupa 

tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan atau r f‟u al-h araj.26 
b) Takhfîf  Ditinjau Dari Pensyariatannya 

Ditinjau dari pensyariatanya, hukum-hukum yang di takhfîf terbagi 
menjadi dua kategori, yaitu:  

Pertama, hukum-hukum yang di takhfîf sejak permulaan (al-ah kâm al-
mukhaffafah ibtidâ‟ n). Pembahasan tentang kategori ini terbagi menjadi 
dua macam sub-kategori, yakni: ibadah dan selainnya.  

Hukum asal dalam masalah ibadah bersifat tawqîfî, sehinggan 
seseorang tidak melaksanakan ibadah melainkan sesuai dengan apa 
yang telah disyariatkan Allah dalam kitab suci-Nya, atau melalui 
perantara rasul-Nya27 

Takhfîf dalam ibadah juga terdapat dalam haji dan umrah. Jumhûr 
al-„ul mâ‟ telah sepakat bahwa kewajiban haji dan umrah bagi seorang 

                                                            
24 Ibid. 
25 Al-Shâtibî, al-Muwâfaqât….., Vol II, 21. 
26 Al-Shâtibî, al-Muwâfaqât……, Vol. I, 466-467. 
27 Ibid, 103. 
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mukallaf hanya sekali seumur hidup. Berlakunya kewajiban tersebut 
juga dibatasi terhadap mukallaf yang mampu untuk menjalankannya . 

Sedangkan hukum asal masalah-masalah selain ibadah berorientasi 
pada aspek manfaat bagi kemaslahatan manusia dan mencegah 
terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, ulama merumuskan kaidah: 

صْلُِ
َ
صْيَاءِِْفِِِالأ

َ
ِِالاةِاَحَثٌِِالأ لِِلُِِْيدَُل ِِحَتَّّ ِِالدَّ  التَّحْرِيمِِِْعَََ

Artinya:  “Hukum asal dari segala sesuatu (selain ibadah) ialah boleh 
sehingg   d  d lil y ng menunjukk n keh r m nny .” 28 

Kedua, hukum-hukum yang di takhfîf karena adanya uzur (al-ah kâm 

al-mukhaffafah li al- ‟dhâr)29 Takhfîf ini disebut juga sebagai rukhs ah. 

‘Abd al-Wahhâb ‘Khallâf mendefinisikan rukhs ah sebagai keringanan 
hukum yang telah disyariatkan Allah atas mukallaf dalam keadaan 
tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut, atau dengan kata lain 

rukhs ah ialah sesuatu yang disyariatkan karena adanya uzur yang 
memberatkan dalam keadaan tertentu.30 Para ulama mendefinisikan 

rukhs ah sebagai kebalikan dari azîmah. Al-Shât ibi menyatakan bahwa 

rukhs ah diperbolehkan secara muthlak.31 
c) Bentuk-bentuk takhfîf 

Pertama, Takhfîf Isqât , yakni bentuk keringanan hukum dengan 
meniadakan sama sekali beban yang ada. Kedua, Takhfîf tankîs, yaitu 
keringanan hukum yang berupa pengurangan atas beban kewajiban 
yang ada. Ketiga, Takhfîf Ibdâl, yakni keringanan hukum dengan 
mengganti beban kewajiban yang ada. Keempat, Takhfîf taqdîm, yakni 
bentuk keringanan hukum dengan mendahulukan waktu pelaksanaan 
dari waktu yang telah ditentukan. Kelima, Takhfîf T ‟khîr, yaitu 
keringanan hukum dengan bolehnya menunda pelaksanaan kewajiban 
sampai pada waktu tertentu. Keenam, Takhfîf Tarkhîs, yakni keringanan 
hukum yang berupa pengurangan. Ketujuh, Takhfîf Taghyîr, yaitu 
keringanan hukum dengan perubahan tata cara.32 

Dari pembagian bentuk-bentuk takhfîf ini ada hal yang perlu 
dicermati bahwa takhfîf tidak muncul begitu saja, atau bisa dijadikan 

                                                            
28 Ini merupakan pendapat ul mâ‟ Syâfi„iyyah, sedangkan Ab    anîfah berbeda pendapat 

dengan menyatakan ليِْلُ  يدَُل   حَتَّّ  التَّحْرِيِْ   الَأشْيَاءْ  فِ  الَأصْلُ    الِابََحَة   لَىعَ  الدَّ Lihat:  l- shbâh     l-    â„ir 

Vol. I, 102. 
29    lih    f‟u  l-  araj….., 97. 
30 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, Us ul al-Fiqh……, 121. 
31 Al-Shâtibî, al-Muwâfaqât……, Vol I, 469. 
32   âlih,   f‟u  l-  araj……, 64;  al-Suyuti, al-Ashbâh wa al-Naz â„ir……, Vol. I, 138. 
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sebuah illat untuk melakukan bahkan menghindari pembebanan 
hukum (taklîf) dengan cara-cara yang mudah, lebih dari itu bahwa 
takhfîf muncul disebabkan sesuatu yang menyulitkan (mashaqqah) yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip r f‟u  l-h araj. 
d) Sebab-sebab Takhfîf 

Pertama, Hajat (al-  âjah). Takhfîf dalam hukum Islam dapat 

disebabkan oleh adanya al-h âjah atau kebutuhan demi kemaslahatan 
manusia. Takhfîf untuk kategori ini juga terdapat dalam masalah 
ibadah, yakni diperbolehkannya melakukan jamak shalat antara 

dhuhur dengan asar, dan maghrîb  dengan ishâ‟ karena alasan al-h âjah.  
Kedua, Bepergian (al-Safar). Bepergian teramasuk salah satu sebab 

adanya takhfîf dalam syariat Islam, terlebih dalam masalah ibadah. 
Sebagai contoh ialah diperbolehkannya melakukan shalat jamak dan 
qasar bagi musafir yang telah mencapai jarak diperbolehkannya qasar 

(masâfah al-qas r).  

Ketiga, Sakit (al-Marad ). Dalam keadaan sakit yang menyebabkan 
seseorang menjadi atau bahkan tidak berdaya, deberlakukan pula 
takhfîf yang dapat meringankannya dari beban taklîf termasuk dalam 
hal ibadah.  

Keempat, Lupa (al-Nisyân). Seorang mukallaf yang dengan tidak 
sengaja melakukan perbuatan melanggar agama karena betul-betul 
dalam keadaan lupa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban. 
Keadaan lupa ini harus betul-betul lupa yang artinya bukan pura-pura 
lupa atau mencari-mencari alasan agar lupa.  

Dikecualikan dari pembahasan ini ialah lupa yang tidak dianggaap 
sebagai udhur, yakni berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka apabila 
seseorang merusak barang milik orang lain karena lupa, maka ia tetap 
berkewajiban untuk memberikn ganti rugi atas kerusakan tersebut.33 

Kelima, Kekeliruan (al-Khatâ‟). Kekeliruan dianggap sebagai salah 
satu penyebab takhfîf, yang dapat meyebabkan suatu kesalahan  yang  
tidak  disengaja menjadi dimaafkan. 

Keenam, Ketidak tahuan (al-Jahl). Tidak mengetahui hukum yang 
telah detetapkan ada yang bisa dimaafkan ada pula yang tidak bisa 
dimaafkan. Para ulama membagi permasalahan ini dalam empat 
bagian: (a) ketidaktahuan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak ada 
kesamaran. (b) ketidaktahuan yang dimaafkan karena adanya 
kesamaan dalil. (c) ketidaktahuan pada masalah yang bersifat 

                                                            
33 Muh ammad al-Khudâri, Us ûl al-Fiqh, (Iskandariyyah, al-Maktabah al-Tujjâriyyah al-
Kubrâ, 2002), 94. 
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ijtihâdiyyah.34 (d) ketidaktahuan tentang hukum-hukum Islam bagi 
orang yang tinggal di Negara (lingkungan) non-muslim. Tingkat 
ketidaktahuan ini sangat kuat sehingga menurut jumhur al-fuqahâ’ dapat 
menggugurkan beban taklîf.35 

Ketujuh, Keterpksaan (al-Ikrâh). Dalam keadaan terpaksa, dan tidak 
mampu untuk melepaskan diri dari suatu tekanan, seseorang diberikan 
keringanan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan atas 
dirinya dan dirinya tidak dimintai pertanggungjawaban atas 
perbuatannya.36 Para ulama membagi jenis-jenis paksaan dalam Dua 
bagian, yaitu: Paksaan mematikan (al-ikrâh al-mulji‟), dan Paksaan yang 
tidak mematikan (al-ikrâh ghayru al-mulji‟),  

Kedelapan, Kesulitan dan bencana umum (al-„usr    „umûmu al-balwâ). 
Kata kesulitan (al-„usr) maksudnya adalah kesusahan dan kesukaran. 
Kesulitan identik dengan kefakiran, sehingga laki-laki yang sulit berarti 
laki-laki yang rendah tingkat toleransinya dalam segala sesuatu. 
Sedangkan yang dimaksud dengan bencana umum (umûm al-balwâ) 
ialah bencana yang menimpa kebanyakan orang sehingga sulit untuk 
dihindari atau dijauhi.37 
Dengan demikian di dalam pelaksanaan hukum Islam, sesungguhnya 

tidak ada kesulitan, kalaupun ada kesulitan maka kesulitan itu berusaha 

dihilangkan, jadi bukan hanya „ d mu  l-h araj, tetapi juga r f‟u  l-h araj. 
 

Shalat Jamak fi al-  a  ar li al-  âjah 
Shalat jamak yang telah disepakati oleh ulama yakni ketika bepergian, 

sakit, hujan, dan sebab haji, selain itu tidak disepakati oleh mereka.  
Dalam hal ini penulis akan memaparkan perbedaan pendapat ulama 
tentang menjamak shalat tanpa adanya sebab-sebab yang telah disepakati. 

Ulama yang membolehkan Jamak karena ada kesibukan ketika tidak 

dalam perjalanan (fi al-had ar) bagi orang yang tidak membiasakannya, 

antara lain Ibnu Sirin, As hab dari pengikut Imâm Mâlik, al-Qaffâl, al-
Syâsyi al-Kabîr dari kalangan Shâfi’îyyah dan Abû Ishâq al-Mâwarzî dari 

kalangan ahlu al-h adîth .38 

                                                            
34 Ibid, 349-350 
35 Ibid, 351. 
36 Lihat: QS. al-Baqarah [2], 286. 
37  as r  arîd  uh  ammad  as îl, ‘Abd al-A î   uh  ammad ‘A  am, Q  â‟id  l-Fiqhiyyah, 
ter. Wahyu Setiawan, (Jakarta; Amzah, 2009), 165. 
38 Muh yi al-Dîn Abû Zakariyyâ Yah yâ bin Sharaf bin Murrâ al-Nawawî, al-Minhâj fî 

Sharah  S ah îh   Muslim bi Sharh i al-Nawawi, (t.t, Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah t.th.),Vol V, 
217-219. 
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 halat jama‘ fi al-h ad ar li al-h âjah ialah  shalat yang tidak termasuk 
dalam sebab–sebab yang disepakati oleh  ulama,  lebih spesifikan ialah 

menjamak shalat karena al-h âjah. Hal inilah yang kebanyakan ulama’ tidak 
memperbolehkannya.  

  adîth yang menerangkan shalat jamak karena ada hajat diriwayatkan 
oleh Imâm Muslim dalam kitabnya yang berbunyi :  

ثَنَا ةيُِحَدَّ
َ
بَيِِِْأ ِِ قَالَِِ عَتَّاسٍِِاةوِِِْغَوِِِجُتَيٍِِْةوِِِْسَػيِدِِِعَوِِْ الز  ِِِرسَُيلُِِصَلَّّ ِصلِّاللهَّ

ىْرَِِ-وسلمِغليهِالله   سَفَرِوَلاَِِخَيفٍِِْغَيِِِْفِِِةاِلهَْدِينَثِِِجََِيػًاِ الػَْصَِْوَِِالظ 
Artinya:  “Abû Zub yr bercerit  kep d  s y , d ri S ‟îd bin Jubayr, dari Ibnu 

Abbâs berkata : Rasulullah saw menjamak shalat Zuhurdengan shalat 
„ s r , d n menj m k sh l t   grib deng n sh l t „Isy  tid k d l m 
ketakut n d n tid k d l m bepergi n.” 39 

Dan juga h adîth nya lagi:  

عْهَشِِِغَوِِ
َ
بِِِةوِِِْحَتيِبِِِعَوِِْالأ

َ
ِقَالَِِعَتَّاسٍِِاةوِِِْوِِغَِِجُتَيٍِِْةوِِِْسَػِيدِِِعَوِِْثاَةجٍِِِأ

ِِِرسَُيلُِِجَََعَِ ىْرِِِبَيَِِْوسلمِغليهِاللهِصلِّاللهَّ ِوَالػِْضَاءِِِوَالهَْغْربِِِِوَالػَْصِِِْالظ 
 نَطَرٍِِوَلاَِِخَيفٍِِْغَيِِِْفِِِةاِلهَْدِينَثِِ

Artinya:  “Dari Al- ‟m sh, d ri   bib bin  bî Thâbit, d ri S ‟îd bin Jubair, 
d ri ibnu „Abbâs  berkata :Rasulullah saw pernah menjamak shalat 
antara shalat Zuhur dengan shalat asar, antara shalat Magrib dengan 
shalat isya di madinah tidak dalam ketakutan dan tidak hujan, orang 
bert ny  kep d  Ibnu „ bbâs: apakah yang beliau msksudkan dengan 
itu?, Ibnu „ bbâs  menjawab: beliau bermaksud untuk tidak 
menyuk rk n kep d  um tny .” 40 

Dalam h adîth di atas, terdapat beberapa penta’wîlan diantaranya 

sebagai berikut: Pertama, Ulama’  ang ment ‟ îl-kan h adîth tersebut 
mengatakan bahwa Nabi ketika menjamak shalat itu dikarenakan adanya 
hujan. Pendapat inilah yang masyhur dari jamakah (ulama-ulama 

terdahulu).   adîth ini lemah karena ada riwayat lain yang mengatakan 
bahwa ketika Nabi menjamak shalat di madinah tidak dalam ketakutan 
dan tidak dalam hujan.41 

Kedua, Ulama yang ment ‟ îl-kan h adîth tersebut mengatakan bahwa 
ketika itu terdapat awan, sedang Nabi melakukan shalat zuhur, dan ketika 

                                                            
39 Imâm Muslim, S h ih Muslim……, Indeks 1663. 
40 Ibid. 
41 Al-Nawâwî, Sh rh u An-Nawâwî….., 185 
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awan itu hilang, maka tampaklah bahwa waktu shalat asar  sudah masuk, 
kemudian Nabi shalat asar. pendapat ini adalah batil, karena awan hanya 
berada pada siang hari yaitu shalat zuhur dan shalat asar  dan tidak 
berada pada malam hari antara waktu shalat magrib dan waktu shalat 
isya.42 Padahal dalam riwayatnya waktu itu Nabi juga melakukan shalat 
jamak Magrib dengan shalat isya. 

Ketiga, Ulama yang men-t ‟ îl-kan h adîth tersebut dengan mengatakan 
bahwa Nabi ketika itu mengakhirkan shalat yang pertama untuk 
diakhirkan waktunya, kemudian Nabi shalat yang pertama. Setelah selesai 
shalat yang pertama maka masuklah waktu shalat yang kedua, kemudian 
Nabi shalat yang kedua. Sehingga shalat yang dilakukan ini seperti shalat 
jamak. Pendapat ini adalah lemah dan bathil, karena berbeda dengan 

dzahir h adîth dan juga perbedaan teresebut tidak terkandung di dalam 

h adîth itu. Tetapi Imâm Al-Qurthubî menganggap bahwa hal itu adalah 

h asan, dan sebelum Imâm Al-Qurthubî ada yang mengunggulkan 
pendapat ini yaitu Imâm Al-Haramayn, dan juga terdapat dari ulama 
terdahulu yaitu Ibnu Al-Majishun dan Al-Thahâwî, dan hal itu dikuatkan 

oleh Ibnu Sayyid Al-Nâs dengan h adîth-nya Abû  ha’thâ yang 
diriwa atkan oleh Ibnu ‘Abbâs .43 Dan juga pendapat ini dipilih oleh 
Imâm Subuki, Imâm Bulqini dan Imâm Asnâwi, dan inilah pendapat saya 
( Muhammad Zakariya ).44 

Perbedaan pentakwilan di atas memunculkan berbeda-bedanya 
produk hukum yang timbul, antara lain:      

Pertama, Ulama yang membolehkan Jamak karena ada kesibukan 

ketika tidak dalam perjalanan (fi al-had  ar) bagi orang yang tidak 
membiasakannya, antara lain Ibnu Sîrîn, Asyhab dari pengikut Imâm 
Mâlik, al-Qaffâl, al-Syasyi al-Kabîr dari kalangan Shâfi’îyyah dan Abû 

Ishâq al-Mawarzî dari kalangan ahlu al-ḥadῑth.45 
Berkata pengarang Fath Al-Bâri: yang melandasi pendapat mereka 

ialah riwayat al- asa’i dari Amr bin  arâm dari Abi   a’tsa bahwa Ibnu 
‘Abbâs di basrah pernah shalat Zuhur dan shalat ‘asar tanpa berselang, ia 

melakukan yang demikian karena kesibukan. Pada h adîth itu marfû‟ 

                                                            
42 Jalâluddîn Abdurrahman Al-Suyûtî, Tanwir Al-Hawâlik, (Mesir: ‘Îs  al-Bâbî t,.th.), Vol 
I, 161-162. 
43 Muhammad al-Zurqâni, Sh rh u  l-Zurqâni „ lâ  l- u  t t   ‟, (t.t: al- at ba’ah al-
Khayriyyah, t.th.), Vol I, 260-261. 
44  uh ammad Zakariya, Aujaz Al-Masâlik, (Damashkus: Dâr al-Qalam, 2003), Vol III, 
145.  
45  l-S   h îh  Muslim bi Sh rh i al-Nawâwi….., Vol V, 217-219. 
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(disandarkan) kepada  abi saw. Kesibukan Ibnu ‘Abbâs pada waktu itu 
sedang berpidato.46 

Mereka juga mengatakan, apabila maksud jamak di Arafah itu untuk 
ban ak kesempatan berdo’a dan mendengarkan khutbah, maka tidak jauh 
pula bahwa itu juga menjadi sebab untuk menjamak shalat ketika ada al-

h âjah, asal saja al-h âjah yang demikian tidak dijadikan suatu kebiasaan.47  
Hal ini juga yang mendasari  pendapat Ibnu Sîrîn, Asyhab dari golongan 
Mâliki, dan menurut Al-Khaththabi, juga pendapat Al-Qaffâl, Al-Shasyi 
Al-Kabîr dari golongan Shâfi’î. Juga dari Ishâq Marûzî dan dari jamaah 

ahli h adîth, serta ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al-Mundzîr. Pendapat ini 
dikuatkan oleh lahirn a ucapan Ibnu ‘Abbâs bahwa jamak itu 

dimaksudkan agar tidak menyukarkan umat  r f‟u  l-  araj), yang tidak 
menjelaskan apakah karena sakit atau sebab-sebab lainnya.48 

Dalam redaksi lain mengatakan bahwa pendapat ini juga dipilih oleh 
Al-Khaththâbî, Al-Mutawallî dan Imâm Al-Ruyyanî dari golongan Shâfi’î. 

dan inilah yang dipilih dalam men-t ‟ îl-kan lahirnya h adîth dan yang telah 
dilakukan Ibnu ‘Abbâs dan juga Abû Hurayrah membenarkannya, karena 
sesungguhnya kesukaran ini lebih berat daripada hujan.49 

Adapun Yûsuf Qardhawi mengatakan apabila suatu saat mukalaf 
menemui kesulitan untuk melakukan shalat fardhu pada waktunya seperti 
menghadiri suatu acara yang memerlukan waktu lama, maka ia 
diperbolehkan untuk menjamaknya. Hanya saja hal ini tidak boleh 
dijadikan suatu kebiasaan.50 

Lanjut Yûsuf Qardhawi, sesungguhnya kebolehan menjamak itu 
jarang dan kemungkinannya sangat kecil, hanya dalam rangka 
menghilangkan mashaqqah serta kesulitan yang terkadang dihadapi 
manusia. Sebagai contoh, seorang polisi lalu lintas yang dapat mendapat 
giliran tugas pada waktu menjelang Magrib sampai setelah isya, baik 
dengan jamak taqdîm maupun jamak t ‟khîr, sesuai dengan 
kemampuannya. Atau seorang dokter yang sedang mengobati pasien 
yang tidak dapat ditinggalkan (misalnya operasi dan sebagainya), maka 
dalam keadaan semacam ini dia boleh menjamak shalat dengan jamak 

                                                            
46 Fath u al-Bârî….., Indeks 534. 
47 Ibid. 
48  Al-Nawâwî…., Indeks 705. 
49  uh ammad Zakariya….., Vol III. 145. 
50 Yûsuf Qardhawi, Fatâwâ Al- u ‟th r h, Terj. Gema Insani Pers; Fatwa-fatwa 
kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), 328. 
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taqdîm atau jamak t ‟khîr. Ini termasuk kemudahan  ang diberikan s ari’at 
Islam kepada pemeluknya untuk menghilangkan kesulitan mereka.51 

Kedua, Ulama Yang Tidak Membolehkan Shalat Jamak fi al-h  ad ar li al-

  âjah. Pendapat Ah mad bin   anbal dan Q d  î   usayn dari golongan 
Shâfi’î menolak dengan mengatakan bahwa jamak yang dilakukan Nabi 
ketika itu dikarenakan alasan sakit atau sesuatu yang dinisbatkan dengan 
sakit, karena sakit termasuk uzur yang dapat memperbolehkan shalat 
jamak.52  

Pendapat yang masyhur dari mazhab Shâfi’î bahwasannya jamak 
shalat  dikarenakan sakit tidak diperbolehkan, berbeda Imâm Mâlik 
memperbolehkan sebab sakit, meskipun demikian keduanya men-t ‟ îl-

kan h adîth Ibnu ‘Abbâs  bahwa Nabi ketika melakukan shalat jamak di 
madinah dikarenakan adanya hujan. Hal ini dapat dilihat dalam kitabnya 

Imâm Mâlik yaitu al-Muwat t  ‟, yang diakhir h adîth-nya menambahkan 
redaksi dengan mengatakan hal itu dilakukan karena adanya hujan. Dan 
ia memperbolehkannya menjamak shalat antara shalat Magrib dengan 
shalat „isy  disebabkan hujan, dan tidak diperbolehkan menjamak shalat 
zuhur dan shalat asar meskipun hujan juga.53 

Sedangkan Imâm Shâfi’î berpendapat mereka menduga bahwa ketika 
Nabi menjamak shalat di madinah antara shalat zuhur dengan shalat asar, 
shalat magrib dengan shalat isya, tidak ada alasan baginya kecuali 
menjamak shalat tersebut dalam keadaan hujan.54 

Pendapat Abû Hanîfah dan al-Muzâni serta ulama-ulama lainnya 
mengatakan bahwa menjamak shalat dikarenakan alasan hujan tidak 
diperbolehkan secara mutlak.55 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
menjamak shalat tanpa adanya sebab atau alasan yang dapat 
memperbolekan menjamak shalat seperti dalam keadaan ketakutan, 
hujan, bepergian dan sakit, tidak diperbolehkan. Pendukung pendapat ini 
antara lain mazhab Shâfi’î, mazhab Abû Hanîfah, Imâm Mâlik, Imâm 

Ah mad bin Hanbal dan juga jumhûr al-„ul mâ.56 
Namun fuqahâ Kûfah berpendapat bahwa Nabi sebenarnya 

menetapkan shalat zuhur diakhir waktu dan menetapkan shalat „ s  ar  

                                                            
51  Ibid. 
52  Al-Nawâwî….., Vol II, 436. 
53  An-Nawâwi, Kitab Al-m jmu‟, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th), Vol I, 264. 
54  Al-  afi’i, Al-Umm, (Beyrût-Lebanon: Dâr al- a’rifah, t.th), Vol I, 79-80. 
55  An-Nawâwi…., Vol V, 218. 
56 Ibid. 
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diakhir  waktu, dalam istilah Imâm Mâlik disebut jamak s uwari. Hal ini 

sesuai dengan h adîth yang menjelaskan tentang Jibril sebagai Imâm. 

Fuqahâ Kûfah ini beranggapan bahwa h adîth ibnu ‘Abbâs  
berkemungkinan untuk diambil penafsiran seperti itu. Karena sudah ada 
kesepakatan tentang tidak bolehnya menjamak ketika menetap (tidak 
bepergian) tanpa adanya halangan.57 

Dari perbedaan pendapat ini tidak ada h adîth yang menjadi dalil boleh 

jamak taqdîm dan juga tidak ada yang dapat melawan h adîth yang 

digunakan oleh golongan yang melarang, bahkan h adîth itu sudah sampai 
tingkat masyhur dan telah diterima oleh umat. Sedangkan riwayat-riwayat 

yang lain yang diriwayatkan oleh ibnu Qoyyim untuk menguatkan h adîth 
ini, tidak sunyi dari kelemahan menurut para ahli. Karena diantaranya 

para perawinya terdapat   usa n bin ‘Abdullâh bin ‘Uba dillâh. Abû 

  âtim berkata mengenai dia: dia itu d â‟if h adîth-nya tidak dapat menjadi 

h ujjah. Juga Ibnu Mâ’in mengatakan dia lemah. Ah mad berkata: Ia 

mempunyai beberapa hal yang ingkar.  erkata  asa’i: h adîth-nya 
ditinggalkan. Berkata Ibnu Hibban mengenai dia : dia itu membalik-balik 

h adîth dan me-marfû‟-kan h adîth mursal. Ini semua sudah cukup menjadi 
cacat.58 

Apabila riwayat-riwayat kedudukannya demikian, maka riwayat itu 

tidak dapat menguatkan h adîth  u’ d  ini yang berlawanan dengan h adîth 
yang masyhur.  

Adapun jalan kedua yaitu mengenai h adîth yang mereka katakan 

menunjukkan jamak t ‟khîr. Kesimpulannya bahwa sebagian besar h adîth 

tentang jamak yang terdapat dalam h adîth itu maksudnya ialah jamak 

s uwary, yaitu mengakhirkan shalat yang pertama sampai akhir waktunya 
dan mendahulukan shalat yang kedua pada permulaan waktunya, lalu 
kedua shalat itu dikerjakan sekaligus tanpa berselang. Para Imâm sendiri 

telah menafsirkan begitu mengenai h adîth Ibnu ‘Abbâs yang dijadikan 

dalil oleh mereka yang membolehkan jamak karena al-h âjah. Oleh karena 
itu tidak ada jalan lain kecuali mereka juga harus menafsirkan begitu 

mengenai h adîth yang telah s ah ih  dari Ibnu ‘Abbâs mengenai riwayat 
shalat jamak.59 

Dan h adîth yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim dari Amr bin 

                                                            
57 Abû al-Walîd bin Ah mad bin Muh ammad bin Ah mad bin al-Rushdi, Bidâyah al-

Mujtahid wa Nihâyah  al-Muqtas id, (t.t: Dâr al- a’rifah, 1982), Vol I, 171. 
58  ah m d  uh ammad  halt t Dan  uh ammad Ali Al-Sayis…., 44 
59 Ibid, 45 
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Dinâr tentang Ibnu ‘Abbâs  menjamak karena sibuknya dengan pidato di 
Basrah. Ia berkata: Wahai Abû  ha’tsa, sa a kira Ibnu ‘Abbâs  
mengakhirkan shalat zuhur dan mempercepat shalat asar, mengakhirkan 
shalat magrib dan mempercepat shalat isya. Ia berkata saya juga 
menyangka demikian.  

Inilah jalan mengenai tafsiran semua h adîth yang menunjukkan mutlak 
jamak. sesungguhn a Ibnu  as’ûd yang menyelesaikan ambigu dalam 

masalah ini, membantu penafsiran tersebut. al-Khat t âbî mengkritik 

tentang penafsiran h adîth itu dengan jamak s uwary dengan mengatakan 
bahwa yang demikian lebih sulit daripada melakukan shalat dalam 
waktunya, karena awal waktu shalat dan akhirnya termasuk hal yang sulit 
bagi orang yang alim apalagi orang awam.60 

Al-Shaukânî menjawab kritik itu demikian: sh r ‟ memberikan 
penjelasan tentang tanda-tanda yang jelas mengenai waktu tersebut 
sehingga mudah didapat oleh siapapun, dan tidak ragu lagi bahwa jamak 

s uwary antara dua shalat lebih ringan daripada mengerjakan keduanya 
dengan cara yang lain.  

Zaylâ’î menjawab kritikan al-Khat t âbi dengan mengemukakan bahwa 
kesulitan itu tidak ada, kecuali apabila mengakhirkan sampai akhir waktu 
itu wajib. Yang demikian itu tidak ada seorang pun mengatakannya hanya 
mukalaf itu disuruh pilih apakah ia mengerjakan masing-masing shalat 
pada permulaan waktunya, atau men-t ‟khîr-kan yang pertama dan 
mempercepat yang kedua. Tentu saja pilihan semacam ini adalah 
memudahkan daripada kalau harus dikerjakan pada permulaan waktu saja 
sebagai  ang ma’ruf pada  abi saw.61 

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat sebagaimana telah 
dipaparkan di atas bahwa adanya perbedaan pendapat yang terjadi 

mengenai pemahaman semua h adîth yang mendasari kebolehan shalat 

jamak fi al-al-  ad  ar al-  âjat disebabkan beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, Berbeda-bedanya ulama dalam men-t ‟ îl-kan h adîth yang di 
riwayatkan mengenai shalat jamak, serta berbedanya dalam 

menyimpulkan maksud dari h adîth tersebut (istidlâl) karena beberapa 

h adîth yang menjadi landasan hukum  merupakan perbuatan nabi, bukan 
ucapan yang berakibat berbeda-beda dalam mengaplikasikannya ke dalam 
bahasa, Serta sulitnya mengidentifikasi waktu shalat yang dilakukan nabi. 
Jika ulama yang menganggap waktu itu nabi memang melakukan jamak, 
maka ia akan membolehkannya, akan tetapi ketika ulama itu menganggap 
                                                            
60 Ibid   
61 Ibid 
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bahwa itu bukan jamak, maka ia akan melarang melakukan jamak.62 
Kedua, Berbeda-bedanya ulama dalam penggunaan metode koreksi 

(tas hîh), serta berbeda-bedanya sahabat dalam menerima sampainya h adîth 
kepada mereka, yang mengakibatkan berbedanya pembahasaan dan 
pemaknaan maksud terhadap apa yang telah dilakukan nabi.63 

Ketiga, Berbeda-bedanya ulama dalam memperbolehkan qiyâs terhadap 

h adîth nabi ketika jamak di Arafah dan Muzdalifah, maka ketika ulama 

yang memperbolehkan h adîth itu di-qiyâs-kan kepada h adîth nabi ketika 
jamak di Arafah dan Muzdalifah sudah tentu ia akan memperbolehkan 
jamak di tempat lain selain Arafah dan Muzdalifah dengan pertimbangan 
mashaqqah begitu pula sebaliknya.64 

Keempat, Masalah yang menimbulkan perdebatan ialah masuknya 
waktu zuhur ke waktu asar, artinya dari kedua waktu itu saling terkait 
sehingga apabila ada anak baligh atau orang kafir masuk Islam pada 

waktu itu maka kedua orang itu wajib qad â shalat zuhur.65 
Dengan demikian tampaklah bahwa ketika aspek dasar dalam peng-

istidlâlan sudah tidak teridentifikasi, bagaimana mungkin ulama akan 
sepakat dengan sesuatu yang tidak diketahui identitasnya. 
 

Hakikat al-  âjah 

Penerapan r f‟u  l-h araj terkait dengan shalat jamak fî al-h ad ar li al-h âjah, 

perlu adanya pembahasan lebih mendalam tentang makna al-h âjah, dalam 

hal ini banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang al-h âjah, akan 
tetapi masih belum bisa membuka pemahaman secara segnifikan tentang 

hakikat dari al-h âjah tersebut.  
Pertama, ulama dari mutaqaddimîn berpendapat antara lain Imam 

  aramayn; ia berpendapat bahwa al-h âjah ialah menghilangkan bahaya, 
dan terus menerusnya daya upaya manusia untuk mempertahankan 

dengan segenap kekuatannya.66 Mah mûd ibn Zayd al-Lamsî berkata: al-

h âjah ialah kekurangan yang timbul dari hilangnya tujuan dan akan pulih 

                                                            
62 Bidâyah al-Mujtahid, Vol I, 173,    d ah al-Thâlibîn, Vol I, 401, Sh rh u  l-S   h îh  Muslim  
Vol V, 219.  
63 Bidâyah al-Mujtahid….., Vol I, 171. 
64   jmû‟  l-Fatâwâ…., Vol XXIII, 24. 
65  l-m bsût ….., Vol I, 150. 
66 Al-Imâm al-Haramain Abi al- a’ali, Ghiyatsu al-Umam fi al-Tiyatsi al-Dhulm, (Dâr al-
Da’wah t.th,) 346. 
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ketika mendapatkan tujuan tersebut.67 Imam al-Shâtibî berpendapat; al-

h âjah ialah sempitnya sesuatu yang luas karena adanya al-h âjah tersebut, 
dan menghilangkan kesempitan yang biasa di lakukan pada waktu 
muncul kesulitan dan mashaqqah yang ditemui ketika melaksanakan 
tujuan, apabila tidak tercapai, maka mukallaf akan terjebak ke dalam 

kesulitan dan mashaqqah.68 Menurut imam Zarkashi: al-h âjah seperti orang 
yang lapar, jika tidak makan dia tidak akan binasa, hanya saja akan 

terbebani dan kesulitan.69 Imam al-Ans âri: berpendapat al-h âjah ialah 
perkara yang ditugaskan hilang sebab tujuan.70 

Pengertian yang telah dipaparkan ulama-ulama terdahulu itu lebih 

mengarah pada makna al-h âjah pada umumnya, tidak makna al-h âjah yang 

sesuai yang bisa mengambil faidah yang penting di dalam makna al-h âjah 
dan segala sesuatu yang menimpanya serta bagaimana membedakan 

dengan selain al-h âjah. Mereka tidak meklasifikasikan bagaimana hukum, 

pengaruh dan sebab-sebab timbulnya al-h âjah. 

Kedua, Dilihat dari penjelasan mengenai pengertian al-h âjah, ada 
beberapa klasifikasi pengertian yang dipaparkan ulama mutaakhirîn 
sebagai berikut: 

Pertama, Pengertian-pengertian yang hanya menjelaskan makna al-h âjah 

saja. (a) Mustafa Zurqa: Al-h âjah ialah berurut-urutnya perkara yang 
menjadikan tidak terwujudnya tujuan dikarenakan kesulitan dan beban. 

(b) Dr. Rafiq al-Ajam; al-h âjah ialah perkara yang memudahkan bagi 
kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan dan mashaqqah. 

Apabila ikhtilât  (bercampur) al-h âjah dan mashaqqah baik keseluruhan atau 
sebagian maka akan terjebak ke dalam kesulitan dan mashaqqah yang tidak 
sampai menggikis peraturan dalam kehidupan manusia seperti 

merusaknya perkara d arûriyyah, hal ini sekaligus kembali kepada 

kemudahan tindakan bagi manusia, dan rukhs ah terhadap hukum-hukum 
untuk meringankan kesulitan dan mashaqqah, serta meemperbolehkan (al-

                                                            
67 Ab   han ’  ah  mûd bin Zayd al-Lamisî, Us  ûl al-Fiqh, (Beyrût, Libanon: Dâr al-
Gharb al-Islâmî, 1995), 74. 
68 Ibr hîm bin  us  bin  uh ammad al- ashur bi al- h t ibî, al-Muwâfaqât, (Dâr bin 
‘Aff n, 1997), Vol I, 20 
69 Al-Zarkashî, al-Manthûr fi al-Q  â‟id, (Kuwayt: Wuzârah al-Awqâf wa al- hu’ n al-
Islâmiyyah, 1405 H), Vol II, 319. 
70  akaria bin  uh  ammad al-Ans âri,  l-  udûd al-Âniqah wa al-T ‟rîfât  l-Daqîqah, 
(Beyrût, Libanon: Dâr al-Fikr al- u’asîr, 1991), 70. 
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„ibâh ah ) dari perkara yang tidak di mampuinya;71 Dan (c) Dr. Nashir al-

Miman; al-h âjah ialah kondisi yang terjadi tanpa disangka pada manusia 
yang apabila ia tidak di jaga maka akan terjebak ke dalam kesempitan dan 
kesulitan. Tidak sebagaimana menyia-nyiakannya perkara yang 

d arûriyyah.72 

Kedua, Pengertian yang menjelaskan makna al-h âjah dan menyebutkan 

perkara yang haram yang boleh dilakukannya karena sebab al-h âjah: (a) 

Syaikh Muhammad Abû Zahrah mengatakan al-h âjah yang membolehkan 
melakukan sesuatu yang dilarang karena tidak ada pilihan selain 
melakukannya atau bisa berpaling, hal ini untuk mengatur proses 
menghilangkan kesempitan dan kesulitan.73 (b) Dr. Nûr al-Dîn 

mengatakan bahwa al-h âjah ialah keadaan yang sangat membutuhkan, 
bukan kondisi darurat atau bahaya, maka hal yang dilarang menjadi 
diperbolehkan untuk memperbaharui. Sedangkan penyimpangan dari 
kaidah yang semestinya adalah merupakan upaya untuk menghilangkan 
kesulitan dan mashaqqah, dan menarik kemudahan dan keringanan 

adapun hukum ini akan selalu lestari.74 dan (c) Dr. ‘Abd al-Rah mân ibn 

  âlih  ‘Abd al-Latîf mengatakan bahwa al-h âjah ialah kondisi yang 
membebani seseorang yang dikhawatirkan terbengkalainya sesuatu dari 
perkara-perkara yang baik yang dibutuhkan keleluasaan, sekiranya tidak 
akan berjalan normal kecuali menempuh jalan yang dilarang tersebut, 
atau perkara yang menyimpang dari syariat umum.75 

Memang Pengertian-pengertian al-h âjah di atas disandarkan kepada 
perkara-perkara yang dilarang oleh sh r‟î yang diperbolehkan karena 

adanya al-h âjah, akan tetapi ada dua telaah yang muncul dari paparan-
paparan pengertian tersebut: (a) Bahwa sebenarnya itu bukanlah hakikat 

al-h âjah, akan tetapi lebih mengarah kepada aspek hukum tentang al-h âjah. 

(b) Al-h âjah tidak hanya menimbulkan sesuatu yang terbatas hanya pada 
perkara diperbolehkan melakukan hal yang dilarang oleh sh r‟î saja, akan 
tetapi lebih luas dari itu, sebagaimana perkara-perkara makrûh, 
mewajibkan perkara yang asal hukumnya tidak wajib dan lain sebagainya. 

                                                            
71 Rafîq al-’Ajam,   usû‟ h  ust   l h ât Us ûl al-Fiqh „Ind   l-Muslimîn, (Beyrût, Libanon, 
1998), Vol I, 537. 
72  uh ammad bin ‘Abd Allah bin ‘Âbid al- uwat î, al-Qawâ„id     l-D awâbit al-Fiqhiyyah 
„Ind  ibn T ymiyy h, (Dâr al-Bayân, 2001), Vol I, 278. 
73  uh ammad Abû Zahrah, Ushul al-Fiqh….., 371. 
74 Ahmad bin Abd al-Rahman bin Nasir al-Rusyd,  l-  j h     thâruh  fi  l- h kâm, 

( i ad : Dâr Kunûz Ishbiliyâ li al-Nashr wa al- au î’, 2008), Vol I, 59. 
75 Ibid. 
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Apabila kita amati pengertian-pengertian dari ulama baik mutaqaddimîn 
maupun mutaakhirîn, maka akan terlihat banyak sekali persamaan, perkara 
yang dibahas antara satu dengan yang lainnya hampir masih berkutat 
pada pengertian yang tidak secara keseluruhan, terutama sebagian 
pengertian-pengertian ini belum bisa membuka pemahaman tentang al-

h âjah yang sebenarnya. Terkadang hanya memaparkan al-h âjah dari segi 
contoh, adakalanya dari aspek hukumnya, atau memberikan gambaran 

secara umum yang megandung makna al-h âjah dan sejenisnya yang 

menyerupai al-h âjah.  
Dengan demikian, dari sekian banyak paparan di atas bisa diambil 

kesimpulan yaitu: (a) Al-h âjah itu berhubungan dengan sesuatu yang 

dibutuhkan manusia, dan dituntut pada pemenuhannya. (b) Al-h âjah 

masih berada lebih sedikit dibawah kedudukan  d arûrah, dan lebih ringan 

faktor penyebanya daripada d arûrah. (c) Al-h âjah merupakan sebab dari 
beberapa sebab diperbolehkannya perkara yang dilarang oleh sh r‟i, dan 

berbeda dengan kaidah Islam yang umum. (d) Al-h âjah ialah tuntutan 
pemenuhan dari tujuan-tujuan sh r‟i, yaitu mencegah kesulitan dan 

menghilangkannya. (e) Al-h âjah ialah ketika hukum terus menerus 

melekat disebabkan adanya al-h âjah, adakalanya dibatasi dengan waktu 

yang berhubungan bersamaan hilangnya al-h âjah 
 

Hubungan Mashaqqah Dengan al-  âjah 
Penjelasan mengenai hubungan al-h âjah dengan mashaqqah ada dua:76 

Pertama, Bahwa al-h âjah merupakan salah satu sebab dari  beberapa sebab 
timbulnya mashaqqah yang menarik kemudahan, meskipun kita tidak 

memperhatikan al-h âjah seseorang terhadap suatu perkara dari berbagai 

macam al-h âjah,  bagaimanapun ia tetap terjebak ke dalam kesulitan. 

Sebagaimana pakar ilmu menyebut hal ini dengan المشقة مظنة الحاجة    (al-h âjah 

satu tempat dengan mashaqqah), hal inilah yang menjadi dasar dari 

pengertian bahwa sesungguhnya al-h âjah membutuhkan sesuatu untuk 
meringankan kesulitan (mashaqqah) dan mencegahnya, sebagaimana 
hukum memakai sutera bagi laki-laki adalah haram, akan tetapi menjadi 

boleh ketika dalam kondisi sakit. Kedua, Al-h âjah berpengaruh terhadap 
kontrol dari mashaqqah, Karena mashaqqah tidak hanya satu bentuk saja, 
akan tetapi bermacam-macam kedudukan mahsaqqah tergantung dari 
sebab yang menimbulkannya.  

                                                            
76 Ibid, 68-69. 
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Al-‘I u bin ‘Abd al-Salâm mengklasifikasikan mashaqqah ke dalam dua 
kategori:77 Pertama, Mashaqqah yang pada umumnya tidak merusak ibadah, 
artinya tidak mungkin melakukan ibadah tanpa lebih dahulu 
melakukannya. 

Kedua, Mashaqqah yang pada umumnya merusak ibadah: (a) Mashaqqah 
adhîmah (yang sangat besar) dan bisa menimbulkan bencana. (b) 
Mashaqqah khafîfah (ringan) seperti sakit pada jari-jari, sangat pusing, 

kekurangan cairan tubuh. (c) Mashaqqah mutawassit , yaitu tengah-tengah 
diantara keduanya, maka apabila mashaqqah-nya dengan tujuannya untuk 
keluhuran, maka mewajibkan Takhfîf, akan tetapi ketika bertujuan untuk 
dunia maka tidak mewajibkan Takhfîf meskipun masih memungkinkan 
adanya Takhfîf. 

Kebanyakan ulama menganggap inilah yang menduduki kedudukan al-

h âjah yang memunculkan Takhfîf. Sedikit yang ketika sampai pada 
konidisi ini yang tidak mendapatkan Takhfîf.78 

Mashaqqah adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan relatif, dalam arti 
ukuran dan batasannya sangat sulit dibedakan (kadang si A merasa berat 
mengerjakan, si B tidak, padahal pekerjaannya sama). Hal ini terjadi pada 

jenis mashaqqah mutawassit . Karena itulah fuqahâ mengajukan solusi 
metodologis berupa taqrîbî guna mengukur beragam jenis mashaqqah yang 
bisa memperoleh keringanan hukum.79 

Secara umum, taqribi dimaknai sebagai upaya pengukuran kadar 
mashaqqah apakah telah melewati batas minimal atau tidak. Jika kadar 
mashaqqah masih dalam taraf terendah (adnâ), maka tidak ada 

pemberlakuan rukhs ah. Tapi jika telah melampaui taraf terendah, baik 

telah mencapai katagori mutawassit  ataupun sampai level tertinggi   ‟lâ), 

maka ia akan mendapat Takhfîf atau rukhs ah. 
Dalam uraian seputar metodologi ini, ‘I  uddin bin ‘Abd al-Salam 

menandaskan bahwa, ibadah pasti mengandung mashaqqah sekurang-
kurangnya dipandang dari segi bahwa ia adalah taklîf atau tuntutan. Jika 
kadar mashaqqah yang normal semakin bertambah tingkat kesulitannya 
karena ada masalah-masalah tertentu, maka di titik ini ia telah berada 

pada dan berubah menjadi level al-mutawassit ah.80 

                                                            
77 Ibid, 69-70 
78 Ibid, 69-70 
79 http://alveesyukri.blogspot.com/2011/01/kaidah-ketiga-al-masyaqqah-tajlib-al.html 
pada tanggal 3 januari 2014 
80 ‘I u al-Dîn ‘Abd al-‘A î  bin ‘Abd al-Salâm, al-Qawâidu al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâidi 

 l- hkâm fî Is  lâh i al-Anâm, (Damaskus: Dâr al-Qalâm, 2000), Vol II, 13-17. 

http://alveesyukri.blogspot.com/2011/01/kaidah-ketiga-al-masyaqqah-tajlib-al.html


 
77 Faishol - Penerapan Raf’u al-  araj 

 

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, menghilangkan kesulitan 

 r f‟u  l-h araj) merupakan asas pokok dan pertimbangan utama dalam 
pensyariatan ajaran Islam. Adapun bentuk keringanan hukum (Takhfîf) 
yang diberikan bisa jadi berupa menggugurkan, mengurangi, 
mendahulukan, mengakhirkan, dan sebagainya. Sedangkan bolehnya jama 

fi al- li al-h âjah ini ada dua bentuk, yaitu Takhfîf taqdîm dan Takhfîf t ‟khîr, 
artinya keringanan hukum yang diberikan dengan memberikan peluang 
untuk melaksanakan kewajiban mendahului, atau mengakhirkan waktu 
yang telah ditentukan. 

Tetapi perlu dicermati, memberikan waktu saja tanpa memperhatikan 
qarinah-qarinah yang menjadi parameter diperbolehkannya keringanan 
hukum yang bertujuan menghilangkan kesulitan adalah suatu perbuatan 
yang didasari nafsu belaka. Hal ini karena keringanan hukum yang 
dirumuskan ulama tersebut selalu mengacu pada realitas keadaan yang 
terjadi. Terlebih dalam hal kewajiban keagamaan tidak terlepas dari 
masaqqah al-mu‟tâdah (kesulitan biasa), yang tetap dibatasi oleh kadar 
kemampuan manusia. 

Dari berbagai pertimbangan argumentasi yang telah dipaparkan, 
penulis merumuskan bahwa yang hendaknya dipilih dalam kasus ini 

bersifat tafs îl. Artinya dalam kondisi yang dirasa sulit atau bahkan 
membahayakan hendaknya memilih pada pendapat yang lebih fleksibel 

sesuai dengan prinsip-prinsip r f‟u  l-h araj berdasarkan kaidah al-
mashaqqah tajlibu al-taysîr (kesulitan dapat menarik kemudahan).  Adanya 
perincian mengenai pendapat-pendapat terpilih dalam hal ini berdasarkan 
kaidah : 

وغدنًاِوجُيدًاِالهأثيُرَةِِِالػِلَّثِِِنَعَِِيدَُورُِِالُْكْمُِ  
Artinya:  “ ukum sel lu berput r disert i deng n  d ny  „ill h d n tid k.” 81 

Pendapat ini juga sesuai dengan kaidah:  

ورَةُِ ُ رُِِالضََّّ   ةقَِدْروَِاِتُقَدِّ
Artinya:  “Keadaan darurat sesuai dengan kadar daruratnya” 82 

ثُِالْ ثُِِاجَّ ثِالػَانَّ لُِِوالَخاصَّ ورَةِِِنَنَِْلَثَِِتُنََّ ِالضََّّ
Artinya:  “Kebutuhan yang umum dan yang khusus menempati kedudukan 

darurat.” 

                                                            
81 Al-Sarakhsî, Us  ûl al-Sarakhsî……, Vol II, 182. 
82  ah bah  uh aylî, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam….., 279. 
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Berdasarkan pertimbangan analisis di atas, seyogyanya umat Islam 
menghindari diri dari kejumudan berpikir yang hanya terpaku pada 
perhatian terhadap nas, tanpa memperhatikan konteks realitas yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejumudan tersebut akan 
menyebabkan umat Islam menjadi statis sehingga tidak mampu 
mengikuti dinamika perkembangan masa, seta menyebabkan umat Islam 
terjebak pada kesulitan-kesulitan yang berasal dari dirinya yang dapat 
membahayakan keselamatan dan keaamanannya. 

Oleh karena itu, adanya kemudahan dalam mengerjakan sesuatu ketika 
timbul kesulitan untuk melaksanakannya menunjukkan bahwa shariat 
Islam adalah syariat yang bersifat luwes dan dinamis, serta senantiasa 
meperhatikan pada aspek-aspek humanis. Karena kapasitas ajarannya 
yang fleksibel dan dinamis itu pula, maka ajaran-ajaran Islam senantiasa 
dapat diterapkan dalam berbagai kurun masa yang berbeda maupun 
tempat-tempat yang berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
melingkupinya.  

Tujuan sharâ‟ secara substansial memang untuk terciptanya 
kemaslahatan umum (public interest) dalam kehidupan manusia tersebut. 
Kemaslahatan umum bersifat dinamis dan fleksibel yang seiring dengan 
lajunya perubahan sosial dan perkembangan zaman, dan bisa diterima 
dan tidak memberatkan bagi masyarakat umum. 

Dari paparan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

bahwa;   f‟u  l-h araj ialah menghilangkan pembebanan hukum (taklif) 
atas segala sesuatu yang menyulitkan yang sesuai dengan kategori 
mashaqqah yang bersifat di luar kebiasaan, dan dapat membawa akibat 

buruk bagi pelakunya.   f‟u  l-h araj merupakan asas pokok dan 
pertimbangan utama dalam pensyariatan ajaran agama Islam. Asas pokok 
ini melahirkan asas-asas kebijakan penting yang lain dan beberapa kaidah. 

Keberadaan r f‟u  l-h araj tidak berarti bahwa dalam hukum Islam tadak 
ada kewajiban atau beban yang berat. Hanya saja kewajiban atau beban 
tersebut ialah sekiranya terjangkau oleh kadar kemampuan yang ada pada 
manusia. Artinya, apabila ada kesulitan yang betul-betul menyulitkan dan 
bahkan cenderung dapat mengakibatkan dampak buruk bagi seseorang, 
maka akan diberikan jalan keluar untuk mengatasinya. 

Adanya rumusan terhadap tingkat kebutuhan manusia yang terbagi 

menjadi d arûriyyât, hâjiyyât, tahsîniyyât  dengan berbagai kemudahan dan 
toleransi yang merupakan bentuk keringanan hukum (takhfîf) menegaskan 
bahwa syariat tidak menuntut manusia untuk melakukan sesuatu yang 
memberatkan atau bertentangan dengan adat istiadat maupun pemikiran 
logis, tetapi memberikan peluang untuk menghindari kesulitan yang di 
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luar kemampuan  r f‟u  l-h araj) dalam menjalankan kehidupan 
keagamaan. 

 
Analisis Hukum Shalat Jamak fî al-  a  ar li al-  âjah Perspektif 

raf’u al-  araj 
Menurut keterangan di atas al-h âjah merupakan sebab yang 

memunculkan mashaqqah dimana hal ini dapat dijadikan alasan untuk 

melakukan shalat jamak fî al-h ad ar li al-h âjah selama mashaqqah sampai 
pada tataran  ‟lâ. Pendapat ini berpedoman pada sebuah Hadîth yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya di atas. 

Menurut penulis, dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, 
bahwasanya yang menjadi alasan Nabi menjama shalat zuhur dan asar, 

Magrib dan isya di Madinah tidak lain karena adanya al-h âjah. Adapun 
pendapat yang tidak memperbolehkan, adalah pendapat Imam empat, 

yakni Imam Malik, Shâfi’î, Abû   anîfah, Ahmad ibnu Hanbal, karena 

mereka telah mempunyai t ‟ îl sendiri-sendiri pada   adîth itu dan tidak 

menoleh ke t ‟ îl shalat jamak karena al-h âjah. 
Ada juga Imam yang mengatakan bahwa shalat jamak yang dilakukan 

oleh Nabi besar sekali kemungkinnya jamak shury (kelihatannya) yaitu 
mengakhirkan shalat yang pertama sampai akhir waktunya dan 
mendahulukan shalat yang kedua pada permulaan waktunya, lalu kedua-
dua shalat itu dikerjakan sekaligus tanpa berselang. Mengenai penafsiran 
ini, hemat penulis tidak sesuai juga dengan lahiriyah Hadîth. 

Walaupun Hadîth yang menerangkan shalat jamak karena al-h âjah ini 
hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Al-Bukhârî tidak 

meriwayatkannya,83 namun tetap bisa dibuat sandaran   adîth-nya Imam 
Muslim. 

Dari paparan yang panjang lebar dapat disimpulkan, bahwa shalat 

jamak fî al-h ad ar li al-h âjah diperbolehkan, dengan catatan harus ada 

mashaqqah yang sesuai dengan sesuai dengan prinsip-prinsip r f‟u  l-h araj 
serta  jamak shalat tersebut tidak menjadi kebiasaan. 

Jadi alasan yang mendasar diperbolehkannya jamak shalat tersebut 
adalah harus ada kesulitan atau mashaqqah. Kalau jamak yang dilakukan 
di Arafah agar dapat ban ak berdo’a dan beribadah, maka tidak jauh 

bahwa itu menjadi sebab untuk menjamak shalat ketika ada al-h âjah 

                                                            
83 Menurut Imâm Al-Bayhaqî, Imâm Bukhârî tidak meriwayatkan   adîth tersebut 
dikarenakan dia berpaling dari tersebut,   ll hu  ‟l m. Lihat Imâm Al-Bayhaqî, Al-
Sunan Al-Kubrâ, (Beyrût-Lebanon: Dâr Al-Fikr, t.th), Vol III, 167. 
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(disertai masaqqah). Jika menjamak shalat tidak ada mashaqqah, maka tidak 
diperbolehkan. 

Sedangkan Imam empat tidak memperbolehkan shalat jamak yang 

demikian, ialah merupakan sebuah bentuk kehati-hatian (ih t iyât ) agar 
tidak terjerumus ke dalam kehendak nafsu dengan hanya memilih sesuatu 
yang mudah. 

Dalam persoalan shalat jamak fî al-h ad ar li al-h âjah penulis 
merumuskan bahwa pendapat yang hendaknya dipilih dalam kasus ini 
bersifat tafsîl (terperinci). Maksudnya, bahwa dalam kondisi yang 
dirasakan sulit bahkan membahayakan seseorang hendaknya lebih 
memilih pada pendapat yang longgar atau menjamak shalat ketika ada al-

hajah sesuai dengan prinsip-prinsip r f‟u  l-h araj. Tetapi apabila tingkat 
kesulitan tersebut tidak sampai pada ( ‟l ) dalam artian masih dalam 
tataran (adna), maka hendaknya seseorang lebih mengutamakan pendapat 

yang tidak membolehkan shalat jamak fî al-h ad ar li al-h âjah, selama tidak 
menimbulkan kesulitan yang luar biasa dan tidak membahayakan dengan 
mengambil solusi memakai pendapat yang menganjurkan jamak sury 
(mengakhirkan waktu shalat yang pertama sekaligus disambung dengan 
melaksanakan shalat yang kedua). 

 
Kesimpulan 

Dari beberapa paparan yang telah dikemukakan, maka dapat 
dirumuskan dalam beberapa kesimpulan, yaitu: 

Pertama,   f‟u  l-h araj  ialah asas pokok dalam hukum Islam yang 
menghilangkan  pembebebanan hukum (taklîf) atas  segala  sesuatu  yang 
menyulitkan sesuai dengan kategori mashaqqah dari tingkat kebutuhan 

manusia yang terbagi menjadi d rūriyyât, h âjiyyât, tahsîniyyât dengan 
berbagai kemudahan dan toleransi yang merupakan bentuk keringanan 
hukum(takhfîf) 

Kedua,  halat jama’ fî al-h ad ar li al-h âjah diperbolehkan, dengan catatan 

harus ada mashaqqah yang sesuai dengan prinsip-prinsip  f‟u  l-h araj serta 
jamak shalat tersebut tidak menjadi kebiasaan. 
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